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I.  Kebijakan editorial
JURNAL Akuntansi & Keuangan adalah sebuah berkala yang dipublikasikan oleh

Universitas Bandar Lampung, yang bertujuan untuk menjadi wadah kreatifitas para
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publikasinya di dalam berkala ini.

Paper yang akan dipublikasikan di dalam berkala JURNAL Akuntansi & Keuangan
harus ditulis di dalam bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan EYD. Semua instrumen
yang digunakan untuk memperoleh data penelitian harus dimasukkan di dalam lampiran
paper penelitian, paling tidak, penulis bersedia memberikan Klarifikasi atas instrumen yang
digunakan saat ada permintaan dari peneliti lainnya.

Sekretariat Editor Berkala
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Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi
Kampus A Jalan Z.A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu Bandar Lampung 35142
Telp.: (0721) 701979, Fax.: (0721) 701467, Email:

Il. Petunjuk penulisan

Artikel yang dikirim ke JURNAL Akuntansi & Keuangan harus mengikuti petunjuk

seperti berikut:

1. Naskah merupakan naskah asli yang belum pernah diterbitkan atau sedang dilakukan
penilaian pada berkala lain. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan jarak 1
spasi, sepanjang 20-30 halaman kertas A4 dengan tipe huruf Times New Roman..
Naskah dikirim atau diserahkan ke sekretariat JURNAL Akuntansi & Keuangan
rangkap satu disertai disket berikut dengan biodata penulis dan alamat lengkap
(kantor dan rumah) pada lembaran yang terpisah dari halaman pertama artikel.

2. Judul naskah dapat ditulis dengan menggambarkan isi pokok tulisan, dan atau ditulis
secara ringkas, jelas, dan menarik.

3. Nama Penulis disertai catatan kaki tentang profesi dan lembaga tempat penulis
bekerja dalam naskah yang telah diterima untuk diterbutkan.

4. Abstrak ketik satu spasi, tidak lebih dari 250 kata dalam bahasa Inggris. Abstrak
memuat tujuan penelitian, isu, permasalahan, sampel dan metode penelitian, serta
hasil dan simpulan (jika memungkinan).
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Pendahuluan beriksikan uraian tentang latar belakang masalah, ruang lingkup
penelitian, dan telaah pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, serta
rumusan hipotesis (jika ada). Uraian pendahuluan maksimum 10% total halaman.
Untuk penelitian kuantitatif,

a. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis memuat paling tidak satu buah
teori yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Hipotesis dikembangkan
menggunakan asumsi dasar teori dan hasil penelitian sebelumnya. Telah literatur
maksimum 40 % total halaman.

b. Metodologi Penelitian meliputi uraian yang rinci tentang bahan yang digunakan,
metoda yang dipilih, teknik, dan cakupan penelitian. Uraian bahan dan metoda
maksimum 20 % total halaman.

Untuk penelitian kualitatif menyesuaikan dengan metodologi kualitatif.

Hasil dan Pembahasan merupakan uraian obyektif dari-hasil penelitian dan

pembahasan dilakukan untuk memperkaya makna hasil penelitian. Uraian hasil dan

pembahasan minimum 25 % total halaman.
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satu kalimat inti yang menjadi simpulan utama. Simpulan maksimum 10% dari

keseluruhan lembar artikel.

Referensi (Daftar Pustaka) ditulis berurutan berdasarkan alphabetical, disusun

menggunakan suku kata terakhir dari nama penulisnya, atau institusi jika dikeluarkan

oleh organisasi.

a. Buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul lengkap buku, penyunting (jika ada),
nama penerbit, dan kota penerbitan.

b. Artikel dalam buku: nama penulis, tahun penerbitan, judul artikel/tulisan, judul
buku, nama penyunting, kota penerbitan, nama penerbit, dan halaman.
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ABSTRACT

The research’s objectives are to design the tax audit techniques and procedures
that can be used to carry out the tax audit on the asset tax payer who follow the
tax amnesty program based on Law of The Republic of Indonesia Number 11 Year
2016 Concerning Tax Amnesty. The type of research is descriptive using
qualitative approach. Based on the result, the writer found that tax treatment
over additional assets and tax evasion practices will affect the three posts in the
Annual Tax Return that is Earnings/income, income tax payable and
depreciation/amortization expenses. Audit techniques that can be used is the use
of internal/external information of Directorate General of Taxations, tracing,
tracking evidence, testing the validity of document, confirmations, testing the truth
of mathematical calculation, inspection and reviews. While the audit procedure is
a series of steps that should be implemented to carry out a tax audit techniques.

Keywords: Tax Amnesty, Tax Audit, Techniques and Procedures of Tax Audits

Pendahuluan

Berdasarkan APBN tahun 2016, penerimaan pajak ditargetkan Rpl1.546
triliun dan mencapai 85% dari total pendapatan Negara. Namun pada
kenyataannya, realita tersebut tidak diikuti dengan tingginya tax ratio. Tax ratio
merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan
Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio ini dipergunakan untuk
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menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu
negara.Berdasarkan data dalam The Report: Indonesia 2014 yang dikeluarkan oleh
Oxford Business Group menunjukan bahwa tax ratio Indonesia hanya sekitar 12%
di tahun 2014. Tax ratio tersebut cukup rendah apabila dibandingkan dengan tax
ratio rata-rata Negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD) yang mencapai 34%. Hal ini mengindikasikan bahwa
masih banyak potensi-potensi pajak yang belum dioptimalkan. Untuk
mengoptimalkan potensi pajak tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa
terobosan kebijakan, salah satunya adalah Pengampunan Pajak melalui Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak selanjutnya disebut
Undang-undang Pengampunan Pajak. Menurut Researcher dari Danny
Darussalam Tax Center yang dituangkan dalam Inside Headline Majalah Tax
Inside, Pengampunan Pajak tahun 2016 ini dititikberatkan pada upaya
pengungkapan harta dan repatriasi aset yang selama ini tidak dilaporkan. Hal ini
krusial untuk dilakukan jika dikaitkan dengan kesepakatan tentang automatic-
exchange of information (AEOI) oleh pemerintah Indonesia dengan Negara-
negara lain. Kemudian diperkuat dengan indikasi bahwa ke depan upaya
penegakan hukum (law enforcement) di bidang perpajakan akan lebih kuat yang
mana ditandai dengan rencana pemerintah untuk melakukan transformasi
Direktorat Jenderal Pajak menjadi badan yang lebih otonom dan upaya merevisi
undang-undang perpajakan baik Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Undang-undang Pajak Penghasilan, maupun Undang-undang Pajak
Pertambahan Nilai.

Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dikemukakan
sebelumnya, pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah
bagaimanakah teknik dan prosedur pemeriksaan pajak atas harta Wajib Pajak
yang mengikuti Program Pengampunan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016?

Tinjauan Pusataka

Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam
menunaikan kewajiban perpajakan terdapat beberapa fase yang mungkin akan
dilalui oleh Wajib Pajak sampai pajak yang menjadi kewajibannya tersebut
berakhir atau menjadi pasti menurut hukum. Fase pertama menggambarkan
penerapan Self-assessment System yang dapat dilihat melalui kewajiban
mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak, melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menyelenggarakan pembukuan atau
pencatatan sebagai sarana untuk menghitung pajak terutang, melakukan
pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak dan diakhiri dengan
kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai sarana untuk
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melaporkan seluruh kewajiban perpajakannya dalam suatu masa pajak atau tahun
pajak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.03/2015, Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Teknik Pemeriksaan Pajak

Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau
pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran
pos-pos yang diperiksa, misalnya pemanfaatan informasi internal dan/atau
eksternal Direktorat Jenderal Pajak, pengujian keabsahan dokumen, evaluasi,
analisis angka-angka, penelusuran angka-angka, penelusuran bukti, pengujian
keterkaitan, ekualisasi dan rekonsiliasi, permintaan keterangan dan bukti,
konfirmasi, inspeksi, pengujian kebenaran fisik, pengujian kebenaran perhitungan
matematis, wawancara, uji petik (sampling), teknik audit berbantuan computer,
dan teknik pemeriksaan lainnya.

Prosedur Pemeriksaan Pajak

Prosedur Pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu Teknik
Pemeriksaaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah,
untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak.

Pengertian Harta

Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh
kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang
berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perlakuan atas Harta Yang Belum atau Kurang Diungkap

Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas
Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai
Harta dimaksud. Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak
Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan
sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang
dibayar.
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Kriteria Harta Tambahan Berupa Harta Warisan dan Harta Hibahan Yang
Bukan Objek Pengampunan Pajak

Pengertian harta berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang
Pengampunan Pajak adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa
seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun
tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha,
yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pengertian harta ini tentunya bersifat sangat luas sehingga didalamnya
termasuk harta yang berasal dari warisan maupun hibahan.

Perlakuan atas Kewajiban Pasal 8 Ayat (6) dan Pasal 8 Ayat (7) Undang-
undang Pengampunan Pajak

Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Pengampunan Pajak mengatur
tentang kewajiban investasi atas harta repatriasi dan kewajiban untuk tidak
mengalihkan harta deklarasi dalam negeri ke luar wilayah Negara Kesatuan
Repulik Indonesia. Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui
bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 8 ayat (7), berlaku ketentuan terhadap Harta bersih
tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai
penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai pajak
dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan dan Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak
diperhitungkan sebagai pengurang pajak (kredit pajak).

Hubungan Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perundang-
undangan di Bidang Perpajakan

Pasal 28 ayat (7) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan menyebutkan Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan
mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan
pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pengaturan
dalam ayat ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung
besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan,
pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut.
Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem
yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan,
kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain misalnya
metode penyusutan yang diperbolehkan untuk perpajakan adalah metode garis
lurus dan metode saldo menurun. Walaupun Standar Akuntansi Keuangan
memperbolehkan metode lainnya, namun dalam hal perpajakan wajib
menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan dilaksanakan
dengan taat asas.
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Penghindaran Pajak (Tax Evasion)

Tax evasion diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang
dengan cara melanggar ketentuan perpajakan secara illegal seperti dengan cara
tidak melaporkan penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Tax
evasion mempunyai akibat berkurangnya penerimaan negara atau penerimaan
negara tidak masuk seluruhnya ke kas negara. Dengan demikian, tax evasion
adalah perbuatan melawan undang-undang yang tidak sejalan dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan dan karenanya wajib pajak tersebut dapat
diancam pidana sesuai Pasal 38 atau Pasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Ketentuan Perpajakan
berdasarkan Undang-undang
Pengampunan Pajak
Tekmik dan prosedur
Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 pemeriksaan pajak atas harta
Wajib Pajak vang mengikuti
Program Pengampunan
Pajak

Praktik Penghindaran Pajak

SE-65/PJ/2013

(Tax Evasion)

(Djoko Muljono, 2009)

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang ditujukan untuk
menemukan pemahaman terhadap teknik dan prosedur pemeriksaan pajak
terhadap harta Wajib Pajak yang mengikuti program pengampunan pajak sesuai
Undang-undang Pengampunan Pajak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Karang yang beralamat di JI. Dr. Susilo
No. 19, Bandar Lampung. Sumber data diperoleh dari Kepala KPP Pratama
Tanjung Karang dan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak. Data skunder diperoleh
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dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (library
research) yang berupa peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksaannya,
buku, majalah, tabloid, journal paper dan tulisan-tulisan ilmiah.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk merancang teknik dan prosedur pemeriksaan pajak
atas harta Wajib Pajak yang mengikuti Pogram Penganpunan Pajak sesuai dengan
Undang-undang nomor 11 Tahun 2016. Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah teknik dan prosedur pemeriksaan pajak, sedangkan variabel independennya
adalah perlakuan perpajakan atas harta tambahan sesuai dengan Undang-
undang Pengampunan Pajak dan praktik penghindaran pajak yang mungkin
dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berikut merupakan definisi operasional masing-masing variabel:

Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Teknik Pemeriksaan adalah cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau
pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran
pos-pos yang diperiksa

Prosedur Pemeriksaan adalah serangkaian langkah dalam suatu Teknik
Pemeriksaaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah,
untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak

Teknik dan prosedur pemeriksaan pajak merupakan serangkaian langkah dalam
rangka pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan
dan dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

Perlakuan Perpajakan atas Harta Tambahan Wajib Pajak Sesuai dengan
Undang-undang Pengampunan Pajak

Perlakuan perpajakan atas harta tambahan Wajib Pajak sesuai dengan Undang-
undang Pengampunan Pajak merupakan perlakuan-perlakuan perpajakan yang
bersifat lex specialis dan lex priori dari Undang-undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Pajak Penghasilan.  Selain itu,
ketentuan-ketentuan ini juga mengesampingkan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan jika mengatur berbeda dari peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.

Perlakuan-perlakuan perpajakan sesuai dengan Undang-undang Pengampunan
Pajak meliputi:

a. Perlakuan atas Harta Tambahan yang diungkap pada Surat Pernyataan Harta
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b. Perlakuan atas Harta Tambahan berupa harta warisan dan/atau harta hibahan

c. Ketentuan kewajiban Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang
Pengampunan Pajak

d. Perlakuan pajak penghasilan terutang pada proses balik nama atas harta
tambahan berupa saham, tanah dan/atau bangunan

e. Perlakuan keuntungan (capital gain) atau pembebanan kerugian atas
penjualan/pengalihan aset pengampunan pajak

f.  Ketentuan beban penyusutan/amortisasi

Praktik Penghindaran Pajak

Tax evasion (Penghindaran Pajak) diartikan sebagai suatu skema memperkecil
pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan secara illegal
seperti dengan cara tidak melaporkan penjualan atau memperbesar biaya dengan
cara fiktif.

Model Analisis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis dari Miles dan
Huberman yang dikenal dengan Model Miles dan Huberman. Miles dan
Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif
dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas,
sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : data reduction, data
display, dan conclusion

1. Pembahasan

Pemeriksaan Pajak harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan
tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan
mempelajari data Wajib Pajak, menyusun Rencana Pemeriksaan (audit plan), dan
menyusun Program Pemeriksaan (audit program), serta mendapat pengawasan
yang seksama. Program pemeriksaan yang berisikan metode, teknik dan prosedur
pemeriksaan disusun dalam rangka memberikan panduan atau petunjuk pada saat
melakukan pemeriksaan dan sebagai sarana pengendalian serta pengawasan dalam
proses pemeriksaan. Dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan harta yang
diungkap dalam Program Pengampunan Pajak yang perlu mendapat perhatian
adalah perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Pengampunan Pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak yang mungkin
dilakukan oleh Wajib Pajak juga harus diperhatikan oleh Pemeriksa Pajak dengan
harapan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat
diketahui dan dikoreksi.

Untuk mendeteksi dan menghindari negative tax planning atau praktik
penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dibutuhkan pengujian yang
lebih mendalam. Jika dipandang perlu, Pemeriksa Pajak berwenang untuk
melihat, menghitung ulang, dan membuktikan keberadaan suatu objek tertentu.
Kewenangan ini telah diatur pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
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Nomor 17/PMK.03/2013 s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.03/2015. Begitu juga dengan kewajiban Wajib Pajak yang sedang
dilakukan pemeriksaan diatur pada Pasal 39 Undang-undang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.03/2013 s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor
184/PMK.03/2015.

Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pajak untuk Pengujian Harta Tambahan
yang diungkap pada Surat Pernyataan Harta

Pengujian terhadap keseluruhan Harta Tambahan yang diungkap pada Surat
Pernyataan Harta merupakan aspek perpajakan yang penting untuk dilakukan.
Hal ini dikarenakan perlakuan atas harta yang tidak dan/atau kurang diungkap
pada Surat Pernyataan Harta akan diperlakukan sebagai penghasilan pada saat
data atas harta tersebut diketahui. Jumlah penghasilan tersebut kemudian
dikalikan dengan tarif umum pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan dan
ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200%
(dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam pengujian ini, Pemeriksa ditekankan untuk mampu memperoleh data
baru berupa harta yang tidak dan/atau kurang diungkap sehingga menghasilkan
koreksi penghasilan kena pajak yang besar. Untuk memperoleh data baru ini,
Pemeriksa dapat mengumpulkan data internal Direktorat Jenderal Pajak dan/atau
melakukan konfirmasi kepada instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan/atau
pihak lain yang dianggap memiliki data yang berkaitan dengan Wajib Pajak yang
sedang dilakukan Pemeriksaan. Kewajiban untuk memberikan data perpajakan
kepada Direktorat Jenderal Pajak oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi
dan/atau pihak lain diatur pada Pasal 35A Undang-undang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. Pemeriksa Pajak juga dapat melakukan wawancara kepada
pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan Wajib Pajak yang dianggap
mengetahui usaha atau harta Wajib Pajak, misalnya istri, anak, tetangga, kepala
desa, dan sebagainya. Jika diperlukan, inspeksi dan pengujian keberadaan
(existing) juga dapat dilakukan.

Untuk harta yang berada di luar negeri, berdasarkan pertukaran informasi,
Pemeriksa Pajak dapat memperoleh informasi harta di luar negeri melalui
Exchange of Information (EOI) berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (Tax Treaty) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
nomor PMK-60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange
of Information) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
nomor PMK-125/PMK.010/2015.

Selain itu, Pemeriksa Pajak juga harus memperhatikan praktik penghindaran
pajak yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak. Praktik penghindaran pajak ini
akan memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan
perpajakan secara illegal seperti memperbesar biaya dengan cara fiktif atau tidak
melaporkan penghasilan pada tahun berjalan.
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Setelah data harta dari berbagai sumber di atas dikumpulkan oleh Pemeriksa
Pajak, maka Pemeriksa Pajak dapat menyandingkan data tersebut baik dengan
harta yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh ataupun dengan Surat Keterangan
Pengampunan Pajak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Dengan
persandingan tersebut, Pemeriksa Pajak dapat menarik kesimpulan apakah harta-
harta yang diperoleh dari berbagai sumber terbut telah dilaporkan atau dilaporkan
seluruhnya oleh Wajib Pajak. Jika terdapat harta yang kurang atau tidak
dilaporkan oleh Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak melakukan koreksi penghasilan
Wajib Pajak sebesar harga wajar harta tersebut menurut penilaian Pemeriksa
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-undang Pengampunan
Pajak.

Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pajak untuk Pengujian Harta Tambahan
Berupa Harta Warisan dan/atau Harta Hibahan

Untuk pengujian ini, Pemeriksa Pajak dapat menyandingkan antara SPT
Tahunan setelah periode Pengampunan Pajak, Surat Pernyataan Harta dan SPT
Tahunan Tahun Pajak 2015. Kemudian dipilah harta warisan dan/atau hibahan.
Untuk pengujian apakah harta warisan dan/atau hibahan telah dilaporkan pada
SPT Tahunan pewaris atau penghibah, Pemeriksa Pajak dapat melakukan
konfirmasi kepada pewaris atau penghibah atau ke Kantor Pelayanan Pajak tempat
pewaris atau penghibah terdaftar.

Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pajak untuk Pengujian Perlakuan Pajak
Penghasilan terutang pada proses balik nama atas harta tambahan berupa
saham, tanah dan/atau bangunan

Pos Pajak Penghasilan Final Terutang dilakukan pengujian karena Perlakuan
Pajak Penghasilan terutang pada proses balik nama atas harta tambahan berupa
saham, tanah dan/atau bangunan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan
pada Program Pengampunan Pajak. Namun demikian, jika persyaratan yang
melekat pada proses balik nama tersebut tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka
atas Pajak Penghasilan terutang yang mendapat fasilitas menjadi Pajak
Penghasilan Final yang terutang kembali.

Pada pemeriksaan perlakuan pajak penghasilan terutang ini, Pemeriksa Pajak
harus mendapatkan bukti bahwa permohonan pengalihan hak atau
penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan notaris telah
dilaksanakan sebelum 31 Desember 2017.

Teknik dan Prosedur Pemeriksaan Pajak untuk Pengujian Perlakuan
Keuntungan (Capital Gain) atau Pembebanan Kerugian atas
Penjualan/Pengalihan Harta Tambahan Pengampunan Pajak

Pengujian perlakuan keuntungan (capital gain) atau pembebanan kerugian
atas penjualan/pengalihan aset Pengampunan Pajak dimaksudkan untuk meyakini
kebenaran perlakuan dan kebenaran perhitungan keuntungan (capital gain).
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Berdasarkan Undang-undang Pengampunan Pajak, nilai buku atas harta tambahan
adalah sebesar nilai pada Surat Pengampunan Pajak. Nilai buku tersebut tidak
akan berubah karena harta tambahan tidak dapat disusutkan/diamortisasi untuk
tujuan perpajakan.

2. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka

dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Teknik dan prosedur pemeriksaan pajak atas harta Wajib Pajak yang
mengikuti Program Pengampunan Pajak Sesuai Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016 menunjukan perlakuan perpajakan atas Harta Tambahan yang
belum diungkap, Harta Tambahan berupa harta warisan dan/atau harta
hibahan, kewajiban Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (7) Undang-undang
Pengampunan  Pajak, keuntungan (capital gain) atau kerugian
penjualan/pengalihan harta tambahan, Pajak Penghasilan atas harta berupa
saham, tanah dan/atau bangunan, dan beban penyusutan dan/atau amortisasi.

2. Praktik penghindaran pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh Wajib Pajak
dengan menggelembungkan nilai uang tunai/cash yang diperoleh dari
transaksi yang terjadi di tahun yang akan datang sehingga otomatis akan
menaikan nilai retained earnings. Hal ini akan mengakibatkan nilai
pembayaran pajak untuk tahun yang akan datang menjadi lebih kecil karena
Wajib Pajak memanfaatkan perbedaan tarif pajak dengan tarif uang tebusan.

Saran
Adapun saran yang peneliti dapat berikan antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak : Direktorat Jenderal Pajak dapat
meningkatkan jumlah penerimaan Negara yang berasal dari pajak dengan
memanfaatkan momentum Program Pengampunan Pajak  dengan
meningkatkan kuantitas pemeriksaan pajak. Dalam penyusunan program
pemeriksaan khususnya terkait dengan Undang-undang Pengampunan Pajak
diharapkan Supervisor dapat dengan rinci merancang teknik dan prosedur
pemeriksaan pajak yang paling sesuai sehingga tujuan dari pemeriksaan pajak
itu sendiri dapat tercapai. Pemeriksa Pajak harus melakukan
pemeriksaan/pengujian secara mendalam terhadap nilai kas yang besar untuk
mengantisipasi praktik penghindaran pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya : disarankan agar meneliti tingkat efektifitas teknik
dan prosedur pemeriksaan pajak atas harta Wajib Pajak yang mengikuti
Program Pengampunan Pajak terhadap penerimaan pajak
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